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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan perizinan dispensasi
online bagi kendaraan angkutan bermuatan berat melalui Aplikasi SIDJAKA yang
dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Latar belakang dari penelitian ini adalah
kebutuhan akan pelayanan publik yang efisien, efektif, dan transparan, terutama dalam
pengelolaan lalu lintas kendaraan berat yang melintasi wilayah kota. Melalui pendekatan
kualitatif deskriptif, penelitian ini mengungkapkan bahwa Aplikasi SIDJAKA merupakan
bentuk inovasi pelayanan publik berbasis e-government yang mampu meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pelayanan, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala teknis
dan sosialisasi kepada pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Aplikasi
SIDJAKA belum mendukung prinsip-prinsip pelayanan publik modern, dan masih
membutuhkan penguatan sistem, pelatihan teknis, serta edukasi menyeluruh kepada
pengguna untuk optimalisasi penggunaannya.

Kata Kunci: Pelayanan publik, e-government, perizinan online, SIDJAKA, angkutan
berat.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of online dispensation licensing services for
heavy-duty vehicles through the SIDJAKA Application managed by the Surakarta City
Transportation Agency. The background of this study is the need for efficient, effective, and
transparent public services, especially in the management of heavy vehicle traffic that
crosses the city area. Through a descriptive qualitative approach, this study reveals that the
SIDJAKA Application is a form of e-government-based public service innovation that is
able to increase the efficiency and effectiveness of services, although it still faces a number
of technical obstacles and socialization to users. The results of the study indicate that the
implementation of the SIDJAKA Application supports the principles of modern public
services, but system strengthening, technical training, and comprehensive education are
needed for users to optimize its implementation.
Keywords: Public services, e-government, online licensing, SIDJAKA, heavy transportation.
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A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu
bagian penting yang tidak bisa diabaikan oleh
pemerintah. Jika terdapat sebuah komponen
pelayanan yang terhenti, maka hampir semua
sektor akan berdampak kemacetan dan
terhambat. Maka dengan itu, perlu ada
perencanaan yang baik dan perlu dirancang
standar pelayanan yang terstruktur pada
masyarakat sesuai dengan kewenangan yang
diberikan oleh pemerintah pusat pada
pemerintah daerah. Maka sebagai konsekuensi
dari pelaksanaan Otonomi Daerah, terlebih
setelah ditetapkannya Undang-Undang nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
yaitu Pemerintahan Daerah diberi kewenangan
yang demikian luas oleh pemerintah pusat untuk
mengatur rumah tangga daerahnya sendiri,
termasuk  didalamnya adalah  pemberian
pelayanan kepada masyarakat di daerahnya.
Tetapi tetaplah saja berbagai permasalahan
muncul di kalangan masyarakat, seperti hak
pelayanan yang diterima oleh masyarakat terasa
belum memenuhi harapan dan belum dapat
membantu semua pihak baik dari kalangan
masyarakat ataupun penyelenggara layanan.
Pelayanan publik merupakan inti dari fungsi

pemerintahan yang langsung bersentuhan
dengan  kebutuhan masyarakat. Kualitas
pelayanan publik mencerminkan seberapa

efektif dan efisien suatu pemerintahan dalam
menjalankan tugasnya untuk melayani warga
negara. Namun, dalam praktiknya, berbagai
permasalahan seperti birokrasi yang berbelit,
keterbatasan akses informasi, serta kurangnya
transparansi masih menjadi kendala dalam
mewujudkan pelayanan publik yang optimal.

Seiring dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi, pemerintah dituntut
untuk berinovasi dalam menyelenggarakan
pelayanan publik. Salah satu bentuk inovasi
tersebut adalah  penerapan electronic
government (e- government), yakni pemanfaatan
teknologi digital dalam proses pemerintahan,
termasuk dalam memberikan layanan kepada
masyarakat.

Dalam meningkatkan sistem integrasi
ketatanegaraan, maka diperlukan jaringan
informasi online yang terjamin. Hal ini perlu
dikembangkan lebih lanjut dalam penyediaan
layanan, terutama melalui akses terhadap data
dan informasi di lingkungan pemerintahan yang
dapat dianalisis dan digunakan secara cepat,
akurat, dan aman. Untuk itu, keberadaan e-
government menjadi penting sebagai jembatan
antara pemerintah dengan berbagai pemangku
kepentingan. E-government secara keseluruhan
akan dengan mudah meningkatkan transparansi,
kontrol serta akuntabilitas para penyelenggara
pemerintahan serta menciptakan lingkungan
dalam tatanan pemerintahan baru dengan
harapan mampu menjawab berbagai
permasalahan yang dihadapi sebagai akibat dari
kecenderungan perubahan global. Melalui e-
government, masyarakat juga dapat semakin
mudah berinteraksi dengan satuan-satuan dalam
pemerintahan sehingga tercipta mekanisme
kebijakan dan pelayanan publik yang terbuka
dan demokratis. Terlihat bahwa konsep
pengembangan e-government sangat erat
kaitannya dengan konsep keterbukaan atau
transparansi. Banyak faktor yang mendukung
keberhasilan e-government, seperti peangkat
keras atau komputer, perangkat lunak yang
meliputi  sistem operasi, bahasa dalam
pemrograman hingga aplikasi yang digunakan
oleh komputer.

Terdapat juga data-data yang merupakan
kebutuhan untuk pengolahan, penyimpanan, dan
penyebarluasan untuk e-government. Sumber
daya manusia juga merupakan hal penting dalam
faktor keberlangsungan e-government guna
menganalisa sistem pada computer maupun
perangkat lunak yang tersedia. E- government
disusun dengan pendekatan-pendekatan
perencanaan strategi yang dinamis untuk
mendapatkan tujuan dan prinsip e-government
yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.
Dalam memanifestasikan prinsip tersebut,
pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003

tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-Government yang
menyebutkan  bahwa  pengembangan  e-

government merupakan upaya pemerintah untuk



mengembangkan penyelenggaraan
pemerintahan yang berbasis elektronik dengan
tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan
publik secara efektif dan efisien. Untuk
mengutarakan  konsep  keterbukaan  dan
transparansi, pemerintah mengeluarkan Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan E-Government yang
menyatakan ~ bahwa  pengembangan  e-
government merupakan upaya pemerintah

dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan
publik secara efektif dan efisien.

Sehubungan dengan diterbitkannya
instruksi Presiden tersebut, Pemerintah Provinsi,
Kota, dan Kabupaten bersaing untuk
menciptakan suatu inovasi pelayanan publik
yang dapat memberikan kemudahan bagi
masyarakat. Salah satu bentuk dari inovasi e-
government adalah penggunaan dan
pemanfaatan aplikasi dalam perizinan untuk
angkutan bermuatan berat yang melintas masuk
ke dalam kota. Pemerintah Kota Surakarta
menghadirkan  aplikasi  SIDJAKA  untuk
mempermudah pendataan dan perizinan untuk
seluruh kendaraan angkutan berat yang masuk
ke dalam Kota Surakarta. SIDJAKA atau Sistem
Izin Dispensasi Melalui Jalan Kota Surakarta
merupakan sebuah aplikasi terobosan dari Dinas
Perhubungan (Dishub) Kota Surakarta. Inovasi
ini digunakan sebagai sarana perizinan masuk
jalur Kota Surakarta yang bertujuan untuk
mengendalikan, mengawasi, serta mengatur
operasional angkutan barang dengan muatan
berat sehingga pelayanan perizinan terkait
dengan angkutan barang di Kota Surakarta lebih
aman dan terstruktur.

Pelayanan perizinan sendiri
merupakanproses pemberian izin terhadap
perorangan maupun badan hukum untuk
melakukan egiatan usaha dan/atau kegiatan
bukan usaha berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan. Perizinan sebagai salah satu bentuk
pelayanan publik yang sangat diperlukan oleh
masyarakat yang harus berpedoman dengan
aturan yang telah diatur dan ditetapkan oleh
sebuah instansi terkait. Pelayanan perizinan
dibuat dalam rangka mempermudah dan

membantu instansi untuk lebih sigap dalam
mengawasi. Selain itu, juga membantu
masyarakat dalam mendapatkan kepastian dan
perlindungan hukum sehingga segala bentuk

kesalahan dapat tercatat ketika mereka
mempunyai perizinan.
Seiring berjalannya waktu, aktivitas

distribusi barang akan semakin sering masuk ke
Kota Surakarta setiap harinya. Oleh sebab itu
perlu adanya pengaturan tonase bagi angkutan
dengan muatan khusus barang-barang berat yang
yang akan melintas Kota Surakarta, terutama
angkutan yang berkapasitas diatas 5,5 ton. Truk
besar yang melintas di dalam Kota Surakarta
juga memerlukan izin. Berdasarkan Pasal 2
Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 22B Tahun
2018 tentang Tata Cara Dispensasi Angkutan
Barang Melalui Jalan Kota Surakarta, truk
gandeng dan tronton yang tidak jelas tujuannya
tidak boleh melintas. Izin dispensasi diberikan
pada angkutan bahan bakar, pengangkut 9
(sembilan) bahan pokok (sembako), kendaraan
jenis tertentu, dan kendaraan pengangkut barang
yang tidak dapat dibongkar. Permasalahan ini
menjadi semakin kompleks karena kurangnya
pengawasan yang sistematis dan minimnya
kesadaran dari para pengemudi kendaraan berat
terhadap peraturan yang berlaku. Beberapa
kendaraan sengaja menghindari prosedur
perizinan untuk menghemat waktu dan biaya,
atau karena belum adanya sistem yang efisien
dan mudah dijangkau dalam mengurus
dispensasi penggunaan jalan kota. Praktik
semacam ini pada akhirnya membuka celah
terjadinya interaksi langsung yang rawan dengan
oknum petugas di lapangan, sehingga tidak
menutup kemungkinan munculnya pungutan liar
atau gratifikasi yang merusak integritas
pelayanan publik.

Melihat kondisi tersebut dan berdasarkan
pada Pasal 2 Peraturan Walikota (Perwali)
Nomor 22B Tahun 2018, Pemerintah Kota
Surakarta ~ melalui  Dinas  Perhubungan
merespons dengan menghadirkan Aplikasi
SIDJAKA (Sistem Informasi Dispensasi Jalan
Kota Surakarta), yang dirancang untuk mengatur
dan mengawasi penggunaan jalan oleh
kendaraan berat secara digital. Aplikasi ini hadir



sebagai solusi modern untuk menggantikan
sistem manual yang tidak terdokumentasi
dengan baik dan rawan penyimpangan. Melalui
Aplikasi SIDJAKA, setiap pemohon diwajibkan
untuk mendaftarkan kendaraannya secara daring
dan hanya diperbolehkan melintasi jalur tertentu
di luar jam-jam padat. Sistem ini juga
memungkinkan otoritas untuk melakukan
kontrol yang lebih ketat dan transparan terhadap
kendaraan-kendaraan yang melintas di kota
dengan beban berat. Aplikasi SIDJAKA tidak
hanya berfungsi sebagai alat teknis administratif,
tetapi juga sebagai bentuk inovasi pelayanan
publik berbasis e-government yang bertujuan
untuk menciptakan ketertiban lalu lintas dan
menjamin keselamatan pengguna jalan lainnya.
Dengan  adanya  sistem  yang  jelas,
terdokumentasi, dan dapat dipantau, diharapkan
pelanggaran penggunaan jalan oleh kendaraan
berat dapat ditekan secara signifikan.

Sehubungan hal itu, maka penting untuk

mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam
sebuah  aplikasi. Mengetahui  bagaimana
pelaksanaan  sebuah  aplikasi  merupakan

kegiatan untuk menentukan apakah adanya
aplikasi ini cenderung membantu atau malah
belum dimanfaatkan sesuai tujuannya yang telah
ditentukan. Semua hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan ini dilakukan untuk mendukung
tercapainya suatu tujuan. Aplikasi SIDJAKA ini
juga tidak luput dari permasalahan. Dari para
pengguna (user) yang kurang memahami sistem
teknis hingga masalah internal aplikasi yang
kurang memenuhi syarat sehingga terjadi
kendala saat hendak menggunakannya. Dari sini,
maka lahirlah penelitian untuk mengetahui
bagaimana pelayanan perizinan pada Aplikasi
SIDJAKA yang dinaungi oleh Dinas
Perhubungan Kota Surakarta guna memperbaiki
dan mengatasi segala bentuk masalah dari
Aplikasi SIDJAKA

Maka dengan itu, diharapkan dari
penelitian in1  dapat mempermudah para
pengguna Aplikasi SIDJAKA sehingga Aplikasi
SIDJAKA ini dapat bertambah baik dan para
pengemudi kendaraan angkutan bermuatan berat
dapat menggunakan dan memanfaatkan Aplikasi
SIDJAKA untuk mempermudah mereka dalam

melakukan perizinan secara online guna
mengefisiensi waktu. Tak hanya itu, penelitian
ini akan mengupas tentang keberjalanan
pelayanan perizinan aplikasi SIDJAKA dalam
ruang inovasi di Kota Surakarta.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai
penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi,
mengetahui dan menganalisis efektivitas serta
efisiensi  pelayanan  perizinan  dispensasi
penggunaan jalan untuk kendaraan angkutan
berat secara online melalui Aplikasi SIDJAKA.

dalam

C. KERANGKA TEORITIS
1. Pelayanan Perizinan

Istilah pelayanan berasal dari kata
“layan” yang artinya menolong menyediakan
segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk
perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap
manusia membutuhkan pelayanan, bahkan
secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan
tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan
manusia (Sinambela, 2010:3). Sementara itu,
istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public
yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata
publik sebenarnya sudah diterima menjadi
Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang
berarti umum, orang banyak, ramai. Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63 Tahun 2003 telah dijelaskan bahwa
pengertian pelayanan publik adalah segala
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan
maupun pelaksanaan kebutuhan peraturan
perundang-undangan. Sedangkan penyelenggara
pelayanan publik dalam Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun
2003 diuraikan bahwa Instansi Pemerintah
sebagai sebutan kolektif yang meliputi Satuan

Kerja/  satuan  organisasi  Kementerian,
Departemen, Lembaga Pemerintah  Non
Departemen, Kesekretariatan Lembaga

Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi
Pemerintah lainnya, baik pusat maupun Daerah
termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, Menjadi penyelenggara



pelayanan publik. Sedangkan pengguna jasa
pelayanan publik adalah orang, masyarakat,
instansi pemerintah dan badan hukum yang
menerima layanan dari instansi pemerintah.
Keputusan Mentri tersebut juga mengandung
asas-asas pelayanan publik yang baik, yang
selanjutnya dapat dilihat dan dirinci sebagai
berikut:

(Tamrin, 2013):

1. Transparansi, asas ini menghendaki ada
nya sifat terbuka, mudah, dan dapat
diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara
memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas, asas ini menghendaki
bahwa dalam pelayanan publik harus

dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

3. Kondisional, asas ini dimaksudkan
dalam pelayanan public harus sesuai
dengan kondisi dan kemampuan pemberi
dan penerima pelayanan dengann tetap
berpegang pada prinsip efisiensi dan
efektivitas.

4. Partisipatif, asas ini diharapkan agar
dapat mendukung /mendorong peran
serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan public dengan memperhatikan

aspirasi, kenutuhan dan  harapan
masyarakat.

5. Kesamaan Hak, asas ini menghendaki
adanya perlakuan yang tidak
deskriminatif, dalam  arti  tidak
membedakan  suku, ras, agama,

golongan, gender, dan status ekonomi.

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, asas
ini menghendaki adanya keseimbangan
antara Hak dan Kewajiban dari
masyarakat dan pemerintah bahwa
pemberi dan penerima pelayanan publik
harus memenuhi hak dan kewajiban
masing- masing pihak.

Selanjutnya,  dalam  rangka
meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat, konsep pelayanan publik yang
prima menjadi pijakan utama bagi setiap

instansi pemerintah. Pelayanan publik yang
prima mencerminkan komitmen pemerintah
dalam menghadirkan layanan yang responsif,
efisien, dan berpihak kepada kepentingan
masyarakat. Hal ini terlihat dari upaya
peningkatan  profesionalisme  aparatur,
penggunaan teknologi dalam pelayanan, serta
penerapan prinsip-prinsip transparansi dan
akuntabilitas.

Pelayanan publik yang prima bukan sekadar
memenuhi kewajiban administratif, melainkan
menjadi bentuk nyata dari pelayanan berbasis
hak warga negara. Dalam implementasinya,
pelayanan ini harus mampu memberikan
kepastian waktu, biaya, dan prosedur, serta
menjunjung tinggi etika pelayanan seperti
keramahan,  kesopanan, dan integritas.
Pelayanan yang prima akan berdampak langsung
pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah, yang pada akhirnya berkontribusi
pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang
baik dan berkeadilan. Pelayanan prima juga
merupakan suatu pelayanan yang telah
memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang
telah memenuhi standar kualitas merupakan
pelayanan yang sesuai dengan harapan
pelanggan atau masyarakat.

2. E-Government

E-goverment dalam World Bank (2008) sebagai
penggunaan teknologi dan informasi untuk
memperbaiki proses kerja serta penyelenggaraan
pelayanan Pemerintah yang dilakukan oleh
badan beserta unit-unit yang berada di
bawahnya. Istilah e-government berhubungan
dengan kemampuan untuk menggunakan
teknologi informasi dan komunikasi guna
meningkatkan hubungan antara segala pihak
Semua hal tersebut dengan bantuan teknologi
internet yang dapat dilakukan di mana saja dan
kapan saja.

E-government ini juga dituliskan oleh United
Nations Development Programme (UNDP,
2010) sebagai bentuk pemanfaatan teknologi
informasi di lembaga pemerintah atau lembaga
publik dengan tujuannya supaya hubungan
dalam tata pemerintahan (governance) yang



melibatkan pemerintah, pelaku bisnis hingga
masyarakat dapat terjalin dengan lebih efisien,
efektif, produktif, dan responsif.

E-government dapat menjadikan
sejumlah output kerja pemerintah yang baik,
misalnya sebagai public servant yang lebih baik
kepada masyarakat, adanya interaksi dengan
sektor bisnis maupun industri yang berkembang
semakin baik, mendorong pemberdayaan
masyarakat melaui kebebasan pada akses
informasi publik, serta adanya pengelolaan
pemerintah yang lebih efisien di berbagai sektor.
Dijelaskan dalam United Nation Asia and
Pasific Training Center for Information and
Communication Technology for Development
(2009) bahwa pembangunan e- government
perlu dilakukan pada level negara, provinsi,
maupun lokal secara keseluruhan.

Konsep e-government yang merupakan
bagian dari inovasi di dalam merubah mindset
birokrasi yang selama ini kaku dan berbelit. E-
government dengan konsep yang nyata dan
membuat alur birokrasi menjadi mudah
merupakan inovasi yang sangat diperlukan
dalam pengembangan pelayanan publik. Secara
konseptual, konsep dasar dari e-government
sebenarnya adalah bagaimana memberikan
pelayanan melalui elektronik seperti melalui
internet, jaringan telepon seluler dan komputer,
serta multimedia. Melalui pengembangan e-
government 1ini, maka sejalan dengan hal
tersebut dilakukan pula penataan system
manajemen informasi serta proses pelayanan
publik dan mengoptimalkan pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi.

Agar e-government dapat terlaksana
dengan baik sesuai yang dirumuskan, maka
dibuat prinsip sebagai pedoman pembuatan
kebijakan inovasi, sebagai berikut: (Fathur R dan

Janwan T dalam Inovasi Pemerintahan)
(2020:87)

1. Peningkatan efisiensi,

2. Perbaikan efektivitas,

3. Perbaikan kualitas pelayanan,

4. Tidak ada konflik kepentingan,

5. Berorientasi pada kepentingan umum,

6. Dilakukan secara terbuka.

E-government pada pemerintahan akan
berjalan dengan baik dan bisa memberikan
dampak positif bagi kinerja pemerintahan jika
didukung oleh infrastruktur yang memadai,
termasuk pada kebijakan. Pada organisasi
pemerintah, e-government diperlukan untuk
menunjang pelayanan kepada masyarakat, juga
kinerja pegawai-pegawai pemerintah, serta
untuk instansi pemerintahan negara bahkan
antar-negara.

D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.
Penelitian kualitatif deskriptif mengumpulkan
data dalam setting yang alamiah dan bertujuan
untuk menjelaskan dan  mendeskripsikan
fenomena yang terjadi pada situasi di mana
peneliti sebagai alat kunci, pengambilan sampel
sumber data dilakukan dengan snowball
sampling, teknik pengumpulannya adalah
triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat
induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih
menekankan makna daripada generalisasi
(Anggito & Setiawan, 2018:8). Dalam rangka
memanfaatkan metode deskriptif,
memanfaatkan  kualitatif, peneliti  akan
menghimpun data melalui proses wawancara
(indepth interview). Selain itu, peneliti juga akan
melakukan pencarian data tertulis dan juga
tidak tertulis untuk mendapatkan temuan
penelitian yang komprehensif. Pengumpulan
data dilakukan melalui wawancara semi
terstruktur dan dokumentasi. Untuk
memberikan informasi terkait penggunaan
Aplikasi SIDJAKA, maka informan ditujukan
pada penanggung jawab Aplikasi SIDJAKA oleh

Dinas Perhubungan dan para sopir truk
pengguna Aplikasi SIDJAKA.
Analisis data terbagi menjadi tiga

tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Dalam menjamin kualitas
data penelitian, peneliti menggunakan teknik
triangulasi data.



E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan perizinan adalah proses
pemberian izin kepada suatu individu atau badan
hukum untuk melaksanakan aktivitas usaha atau
kegiatan tertentu. Proses ini melibatkan
serangkaian  prosedur  administratif  yang
bertujuan memastikan bahwa kegiatan yang
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan  yang  berlaku, serta tidak
menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat
dan lingkungan. Pelayanan perizinan yang
efisien dan transparan menjadi kunci dalam
mendukung iklim investasi yang kondusif dan
mendorong pertumbuhan ekonomi.

Saat ini, kualitas pelayanan perizinan
telah mengalami berbagai upaya perbaikan,
namun masih menghadapi tantangan signifikan
dalam mencapai standar pelayanan publik yang
optimal. Meskipun pemerintah telah berupaya
menyederhanakan prosedur dan meningkatkan
transparansi melalui berbagai kebijakan, seperti
penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu
(PTSP), implementasinya belum sepenuhnya
memenuhi harapan masyarakat dan pelaku
usaha. Salah satu tantangan utama adalah
kompleksitas prosedur perizinan yang masih
dianggap berbelit-belit dan memakan waktu
lama. Tidak lepas dari kekurangan, pelayanan
publik di Indonesia, khususnya di bidang
perizinan, belum memadai karena prosedur yang
rumit dan tidak efisien. Hal ini menyebabkan
ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan
pelaku usaha, serta menghambat iklim investasi
yang kondusif.

Dalam era digital, banyak pelayanan
perizinan yang telah menerapkan sistem
pelayanan perizinan secara online untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Salah
satu contohnya adalah Aplikasi SIDJAKA yang
dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota
Surakarta.  Melalui  Aplikasi  SIDJAKA,
masyarakat, dalam konteks ini adalah sopir-sopir
truk dapat mengajukan permohonan izin secara
online, memeriksa status pengajuan, dan
mendapatkan informasi terkait perizinan tanpa
harus datang langsung ke kantor. Aplikasi
SIDJAKA  memberikan  seputar  proses

pelayanan perizinan yang diharapkan mudah
dipahami dan dilakukan oleh masyarakat, yang
dalam kasus ini adalah sopir-sopir truk. Dalam
aplikasi ini, peran e-government bekerja dengan
penting karena aplikasi adalah merupakan
bagian dari inovasi e-government. Aplikasi
SIDJAKA sebagai aplikasi yang mewadahi
pelayanan perizinan secara online tentu
mempunyai hubungan dengan e- government
yang sangat erat, karena pada aplikasi tersebut,
e-government sebagai alat dalam penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh
pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan
publik yang lebih berkualitas. Dalam konteks
ini, e-government tentu memiliki peran yang
sangat penting dalam pelayanan perizinan dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui
berbagai inisiatif digital yang mempermudah
interaksi antara Dinas Perhubungan dan sopir
truk.

1. Peningkatan Efisiensi

Efisiensi dalam e-government yang
dala\konteks ini adalah sebuah aplikasi, merujuk
pada sejauh mana sistem dan layanan
pemerintahan berbasis teknologi informasi dapat
memberikan pelayanan publik dengan cara yang
cepat, murah, dan berkualitas tinggi, dengan
mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang
ada. Efisiensi pada penerapan e-government
bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan
partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, juga
untuk  mempercepat proses pengambilan
keputusan dan pelayanan administrasi. Efisiensi
e-government mencakup beberapa aspek
penting, seperti efisiensi waktu, di mana
digitalisasi memungkinkan layanan yang lebih
cepat daripada prosedur manual atau berbasis
dokumen fisik. Efisiensi biaya juga tercapai
melalui pengurangan biaya operasional, karena
layanan online mengurangi kebutuhan akan
infrastruktur fisik dan tenaga kerja manusia yang
besar. Selain itu, efisiensi juga dapat dilihat
dalam pengelolaan data dan informasi, di mana
sistem yang terintegrasi dapat mengurangi
duplikasi data dan meningkatkan akurasi
informasi.



Aplikasi SIDJAKA menjadi salah satu
kebaruan untuk memperbaiki dan menjawab
segala kerumitan antara proses pelayanan
perizinan dengan para sopir truk angkutan berat.
Di mana peneliti telah melakukan serangkaian
wawancara kepada penganggung jawab Aplikasi
SIDJAKA dari Dinas Perhubungan dan para
sopir truk yang pernah memakai Aplikasi
SIDJAKA. Pada indikator ini, peneliti mencoba
untuk menggali bagaimana pemerintah secara
efesien mencapai tujuan awal suatu kebijakan.
Kesuksesan pelaksanaan program atau sebuah
kebijakan sangat bergantung pada tingkat-
tingkat usaha yang diberikan. Tanpa adanya
upaya yang cukup, tujuan kebijakan tidak akan
tercapai. Dengan kata lain, tanpa adanya usaha
yang memadai, pelaksanaan kebijakan tidak
akan berhasil (Pebratama, Adnan, & Mubarak,
2019). Pada indikator yang pertama, yaitu
peningkatan efisiensi, disimpulkan bahwa
efisiensi belum tercipta dari adanya Aplikasi
SIDJAKA karena para sopir truk yang Peneliti
wawancara menjelaskan bahwa secara tenaga
dan waktu, menggunakan Aplikasi SIDJAKA
atau tidak menggunakan, hasilnya sama saja.
Yaitu sama-sama memerlukan proses yang tidak
signifikan. Sehingga, pada indikator ini tidak
dapat dikatakan bahwa pengingkatan efisiensi
berhasil dilakukan.

2. Perbaikan Efektivitas

Perbaikan efektivitas mengacu kepada
cara untuk meningkatkan hasil atau tujuan yang
ingin dicapai dengan menggunakan sumber daya
secara lebih optimal. Dalam konteks sebuah
program, perbaikan efektivitas berfokus pada
peningkatan cara dan metode yang digunakan
untuk mencapai tujuan dengan meminimalkan
pemborosan waktu, biaya, maupun tenaga. Salah
satu aspek penting dari perbaikan efektivitas
adalah mengetahui hambatan yang mengurangi
kinerja atau produktivitas. Untuk mendapatkan
sebuah efektivitas, sebuah program harus dapat
meraih peningkatan yang signifikan dalam
produktivitas dan kepuasan pelanggan. Oleh
karena itu, perbaikan efektivitas bukan hanya
tentang mengurangi biaya, tetapi juga mencakup
peningkatan kualitas dan pemanfaatan sumber
daya secara lebih bijaksana. indikator perbaikan

efektivitas. Disimpulkan bahwa juga belum
tercapai efektivitas dari adanya Aplikasi
SIDJAKA karena proses pelaksanaan perizinan
tidak menjadi lebih singkat berdasarkan
wawancara oleh para sopir truk. Selain itu, walau
terdapat back up plan ketika terjadi kendala pada
Aplikasi SIDJAKA, yaitu memproses perizinan
melalui petugas, namun hal tersebut akan sama
saja jika menggunakan Aplikasi SIDJAKA yang
pada akhirnya harus mendatangi petugas atau
pengawas pada Pos Pengawasan. Sehingga, pada
indikator kedua ini juga dikatakan belum
berhasil dalam perbaikan efektivitas.

3. Perbaikan Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan mengacu pada sejauh
mana sebuah pelayanan yang diberikan oleh
suatu organisasi atau penyedia jasa memenuhi
atau melebihi harapan pengguna. Untuk
memperbaiki kualitas pelayanan, penting untuk
memahami kebutuhan dan harapan pengguna
secara mendalam serta mengevaluasi dan
mengetahui fitur atau fasilitas yang perlu
ditingkatkan dan diperbaiki. Langkah pertama
untuk memperbaiki kualitas pelayanan adalah
dengan melibatkan pemangku kepentingan dan
penanggung jawab sebuah program maupun
sejenisnya untuk melakukan sebuah pelatihan
yang  berkelanjutan untuk meningkatkan
keterampilan dari ketrampilan komunikasi
hingga keterampilan teknis. Selain itu,
mendapatkan dan mendengarkan feedback dari
pengguna secara aktif melalui survei,
wawancara, atau media sosial juga dapat
memberikan wawasan yang berguna untuk
mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam
sebuah pelayanan. Memperkenalkan standar
operasional yang jelas, memastikan konsistensi

dalam setiap interaksi pelanggan, serta
menerapkan teknologi untuk mempercepat dan
mempermudah layanan juga dapat

meningkatkan kualitas pelayanan. Oleh karena
itu, memperbaiki kualitas pelayanan adalah
upaya yang berkelanjutan dan melibatkan semua
elemen dalam organisasi.

Pada pembahasan ini penulis mencoba
mengulik bagaimana kualitas pada Aplikasi
SIDJAKA diperbaiki dengan baik sesuai



kebutuhan bersama. Ketika penulis menanyakan
bagaimana pihak tim Aplikasi SIDJAKA
meningkatkan dan  memperbaiki  kualitas
pelayanan, Alief menjawab dengan melakukan
peningkatan atau upgrade setiap tahunnya. Salah
satu fitur yang baru-baru ini ditingkatkan adalah
sistem ‘approval’. Sebelum ada peningkatan
fitur ini, kebanyakan sopir membuat izin itu
secara langsung dan diserahkan kepada pihak
administrasi, ketika surat izin keluar maka
mereka langsung menyerahkan ke petugas untuk
dipirnt tanpa pemeriksaan detail. Namun pada
tahun 2024, pihak Aplikasi SIDJAKA membuat
inovasi ‘approval’ ini yang membuat pengguna
atau sopir ketika membutuhkan suatu izin tidak
dapat dicetak jika tidak di approve oleh admin
Dinas Perhubungan. Sehingga dengan adanya
inovasi  ‘approval’ ini  bertujuan  untuk
menghindari tindakan seperti izin palsu yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan.

4. Konflik Kepentingan

Konflik  kepentingan  berhubungan
dengan keadaan di mana individu atau kelompok
memiliki kepentingan pribadi yang dapat
mempengaruhi objektivitas atau keputusan yang
dapat mereka ambil ketika memenuhi tugas atau
tanggung jawab profesional mereka Dalam
konteks ini, individu dapat terpapar dengan
dilema etika yang mendapat manfaat dari
manfaat pribadi, tetapi dapat menentang tujuan
organisasi atau peran Konflik sering terjadi di
bidang-bidang seperti pemerintah, bisnis, dan
profesi hukum Di bidang ini, hubungan pribadi
atau keuangan dapat memengaruhi keputusan
yang harus dibuat dengan mengambil minat
publik atau etika professional. Contohnya adalah
pejabat yang melakukan investasi di perusahaan
yang bernegosiasi dengan pemerintah untuk
menerima kontrak. Keputusan pihak berwenang
mungkin  dipengaruhi  oleh  keunggulan
pribadinya, tetapi keputusan mungkin tidak
untuk kepentingan publik. Konflik kepentingan
dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil
atau bias, dan penting untuk memiliki informasi
dan peraturan yang jelas untuk menghindari
penyalahgunaan kekuasaan. Masih terdapat
konflik kepentingan Aplikasi SIDJAKA berupa
kepentingan antara Dinas Perhubungan yang

secara baik menerbitkan aplkasi ini dengan para
sopir truk yang tidak mau memakai aplikasi ini,
sehingga aplikasi ini tidak diminati oleh para
sopir truk.

Menurut sudut pandang  peneliti
berdasarkan wawancara bersama penanggung
jawab Aplikasi SIDJAKA, memang terlihat
bahwa konflik kepentingan ini terjadi antara dua
pihak  tersebut, terlebih lagi  dengan
mendengarkan wawancara bersama sopir truk
pada pembahasan sebelumnya, mereka juga
sadar bahwa Aplikasi SIDJAKA dihadirkan
untuk membantu proses perizinan untuk mereka
para sopir truk, namun mereka tidak
memanfaatkan dengan maksimal.

5. Berorientasi Pada Kepentingan Umum

Berorientasi pada kepentingan umum
merupakan sebuah sikap atau bentuk yang
memprioritaskan kesejahteraan dan kebutuhan
bersama masyarakat mayoritas dibandingkan
dengan kepentingan seorang diri atau kelompok
tertentu. Konsep ini sering digunakan dalam
pembuatan kebijakan publik, pengambilan
keputusan, dan juga pengelolaan sumber daya, di

mana tujuan utamanya adalah  untuk
menciptakan manfaat sebesar-besarnya bagi
masyarakat tanpa  mendiskriminasi  atau

merendahkan suatu golongan tertentu. Konsep
ini menomorsatukan prinsip keadilan sosial,
keberlanjutan, hingga perlindungan terhadap hak
asasi manusia. Sebagai contoh, kebijakan
pemerintah dalam membangun infrastruktur
publik seperti jalan raya, rumah sakit, atau
fasilitas pendidikan merupakan bentuk perhatian
terhadap kepentingan umum.

Konsep orientasi kepentingan umum ini
juga terlihat dalam penerapan regulasi yang
mengatur hak dan kewajiban masyarakat, seperti
perlindungan lingkungan hidup yang bertujuan
untuk memastikan sumber daya alam dapat
digunakan dan dimanfaatkan dengan bijak untuk
generasi yang akan datang. Dalam konteks ini,
kepentingan umum juga sering diartikan sebagai
keputusan yang dapat meningkatkan kualitas
hidup secara kolektif, seperti kebijakan yang



meminimalisir kerumitan dan ketimpangan
sosial.

Dengan adanya Aplikasi SIDJAKA yang
hadir untuk membantu masyarakat yang
mengalami kesusahan dan kerumitan dalam

melakukan proses perizinan, maka dalam
melancarkan dan menyukseskan  Aplikasi
SIDJAKA, diperlukan pihak-pihak yang

berkaitan dengan itu. Pihak internal dan vendor
yang harus membantu keberjalanan Aplikasi
SIDJAKA ini agar dapat berjalan sesuai tujuan.
Sehubungan dengan adanya banyak pihak yang
membantu pembuatan dan peluncuran Aplikasi
SIDJAKA, mercka semua beperan besar atas
keberhasilan aplikasi tersebut. Selain itu,
tanggung jawab mereka juga besar dalam
penciptaannya.  Tanggung jawab  dalam
pembuatan aplikasi mencakup berbagai aspek
yang  berkaitan dengan pengembangan,
peluncuran, pemeliharaan, dan pengawasan
aplikasi yang dibuat.

Bentuk tanggung jawab ini tidak hanya
terbatas kepada tim pengembang, namun juga
melibatkan pihak-pihak lain yang terkait, seperti
pemilik program, manajer proyek, hingga
pengguna akhir. Secara umum, pengembang
atau penanggung jawab aplikasi bertanggung
jawab untuk memastikan bahwa aplikasi yang
dibuat berfungsi dengan baik, aman digunakan,
dan memenuhi kebutuhan pengguna. Mereka
juga bertanggung jawab dalam mengidentifikasi
dan mengatasi potensi masalah atau bug yang
mungkin  muncul selama pengembangan,
pembuatan, bahkan setelah aplikasi diluncurkan.
Selain itu, aplikasi harus mematuhi regulasi yang
berlaku, seperti perlindungan data pribadi yang
diatur dalam undang-undang perlindungan data,
misalnya, GDPR di Eropa atau UU ITE di
Indonesia, serta memenuhi standar keamanan
untuk melindungi informasi pengguna dari
ancaman cyber. Di sisi lain, Perusahaan atau
instansi  yang mengembangkan  aplikasi
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa
aplikasi yang diluncurkan tidak merugikan
pengguna atau pihak lain, juga dapat memenuhi

ekspektasi dan memberikan nilai tambah.
Tanggung jawab ini  juga  mencakup
pemeliharaan aplikasi yang berkelanjutan,
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termasuk perbaikan bug, pembaruan fitur, serta
memastikan aplikasi tetap kompatibel dengan
perangkat keras dan perangkat lunak yang terus
berkembang. Pihak Aplikasi SIDJAKA, Dinas
Perhubungan telah menyusun aplikasi ini dengan
baik dan terstruktur. Hal ini dibuktikan dengan
peningkatan fitur seperti yang peneliti sebutkan
pada pembahasan sebelumnya, yaitu fitur
approval seperti pada indikator perbaikan
kualitas pelayanan. Selain itu adalah Aplikasi
SIDJAKA didesain untuk memenuhi kebutuhan
umum, di mana hal tesebut memenuhi konsep
berorientasi pada kepentingan umum.

6. Dilakukan Secara Terbuka

Konsep ini merupakan melibatkan
transparansi dalam setiap tahap proses, baik
dalam pemerintahan, organisasi, maupun
kegiatan lainnya. Dalam konteks pemerintahan,
pelaksanaan secara terbuka berarti pengelolaan
kebijakan dan keputusan yang dapat diakses
publik,  termasuk  informasi  anggaran,
perencanaan, pelaksanaan proyek, hingga
evaluasi hasilnya. Hal ini bertujuan untuk
mendorong  partisipasi  masyarakat  dan
mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.
Prinsip transparansi dalam pemerintahan
membuka kesempatan bagi masyarakat untuk
memantau kegiatan pemerintah dan memastikan
bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada
kepentingan umum, bukan pada kepentingan
pribadi atau kelompok tertentu. Transparansi
mendorong terbentuknya dan terpenuhinya
efektivitas, karena pihak yang berwenang akan
cenderung bekerja dengan baik ketika mereka
tahu bahwa tindakan mereka diawasi oleh publik
atau masyarakat. Misalnya pada sistem e-
procurement, di mana pengadaan barang dan
jasa dilakukan dengan menggunakan elektronik.

Selain itu, dalam sektor organisasi atau
perusahaan, pelaksanaan secara terbuka dapat
diterapkan dalam pengelolaan keuangan,
komunikasi internal, serta kebijakan yang
diambil. Ini menciptakan lingkungan yang lebih
inklusif dan memungkinkan berbagai pihak
untuk memberikan masukan yang dapat
meningkatkan kualitas keputusan yang diambil.
Dengan demikian, pelaksanaan program yang



dilakukan secara terbuka adalah kunci untuk
menciptakan sistem yang lebih adil, akuntabel,
dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat
atau pemangku kepentingan lainnya.

Dalam pembuatan Aplikasi SIDJAKA,
segala proses didalamnya merupakan rangkaian
yang dilakukan oleh pihak internal Dinas
Perhubungan. Terdapat vendor didalamnya,
namun itu juga suatu bentuk kerjasama internal.
Alief menjelaskan jika pembuatan Aplikasi
SIDJAKA  diketahui  masyarakat, maka
ditakutkan akan terjadi complain, sehingga
pembuatan  Aplikasi  SIDJAKA  menjadi
terhambat. Segala prosesnya didiskusikan dan
dirapatkan secara internal. Namun, ketika
peluncuran Aplikasi SIDJAKA, tim pengelola
meluncurkan secara terbuka dengan
mengadakan sosialisasi. Sosialisasinya hingga
kini masih berlanjut setiap terdapat peningkatan
atau perbaikan fitur pada Aplikasi SIDJAKA.

Dalam pelayanan publik merujuk pada
keterbukaan informasi, proses, serta prosedur
yang dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat.
Dalam konteks pelayanan perizinan di Dinas
Perhubungan Kota Surakarta, pemerintah telah
menyediakan sarana digital berupa Aplikasi
SIDJAKA  sebagai  bentuk transformasi
pelayanan berbasis teknologi. Aplikasi ini
dirancang untuk memudahkan masyarakat
dalam mengakses layanan, mengurangi kontak
langsung, serta meminimalisir praktik birokrasi
yang berbelit-belit.

Namun dalam implementasinya, masih
ditemukan praktik pelayanan secara offline atau
tatap muka yang tetap dilaksanakan, meskipun
aplikasi sudah tersedia. Hal ini menunjukkan
belum  maksimalnya penerapan  prinsip
keterbukaan, karena pelayanan offline berpotensi
membuka ruang bagi penyimpangan, seperti
pemberian uang secara langsung kepada petugas
sebagai  bentuk  gratifikasi atau  untuk
mempercepat proses. Ketidakterbukaan proses
ini tidak hanya bertentangan dengan semangat
transparansi, tetapi juga mencederai integritas
sistem pelayanan digital yang telah dibangun.
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Dengan demikian, meskipun instrumen
digital sudah ada, komitmen terhadap
pelaksanaan yang terbuka, konsisten, dan bebas
dari intervensi personal masih menjadi tantangan
serius. Untuk mewujudkan pelayanan yang
sepenuhnya transparan, dibutuhkan pengawasan
yang ketat, edukasi kepada masyarakat, serta
komitmen dari penyelenggara layanan untuk
menghentikan  praktik-praktik luring yang
berisiko memunculkan celah penyalahgunaan
wewenang.

Melalui  aplikasi  ini, masyarakat,
khususnya sopir truk, diharapkan dapat
mengakses berbagai layanan perizinan secara
mandiri, tanpa perlu lagi mengurusnya secara
tatap muka yang berisiko menimbulkan birokrasi
panjang, bahkan celah penyimpangan. Namun
dalam praktiknya, Aplikasi SIDJAKA belum
sepenuhnya dapat menjangkau seluruh lapisan
masyarakat secara merata. Salah satu persoalan
mendasar yang muncul adalah terbatasnya akses
ke aplikasi tersebut yang hanya bisa digunakan
oleh pemohon yang telah memiliki akun
terdaftar. Dalam konteks transparansi, kondisi
ini tentu bertolak belakang dengan prinsip
indikator dilakukan secara terbuka, di mana
setiap warga negara seharusnya memiliki hak
yang sama untuk mengetahui dan mengakses
informasi layanan tanpa hambatan administratif
terlebih dahulu. Menurut sudut pandang peneliti,
berdasarkan wawancara dengan para sopir truk
seperti pada indikator sebelumnya, para sopir
truk yang tidak mau belajar dan mereka yang
belum memiliki akun mungkin akan kesulitan
memahami bagaimana prosedur kerja aplikasi
tersebut, atau bahkan merasa ragu untuk
menggunakan layanan digital karena terkesan
tertutup. Akibatnya, sebagian sopir truk lebih
memilih datang langsung ke kantor Dishub
untuk bertanya atau mengurus secara langsung,
yang pada akhirnya malah memperkuat kembali
praktik layanan manual dan membuka peluang
terjadinya penyimpangan yang ingin ditekan
melalui sistem digital.

Selain itu, keterbatasan akses ini juga
memperlihatkan belum optimalnya strategi
sosialisasi dan edukasi digital dari pihak
penyelenggara layanan. Oleh karena itu,



meskipun  Aplikasi SIDJAKA merupakan
langkah maju dalam digitalisasi layanan, aspek
aksesibilitas yang masih terbatas ini perlu segera
diperbaiki.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang
telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa
masih ditemukan pemahaman masyarakat yang
terbatas terhadap sistem perizinan online dan
kebutuhan akan pelatihan bagi petugas menjadi

tantangan dalam  meningkatkan  kualitas
pelayanan. Kurangnya  pelatihan dan
pemahaman yang memadai dapat mengurangi
efektivitas sistem perizinan yang telah
diterapkan. Hal ini karena merujuk pada

indikator-indikator pertanyaan wawancara yang
kebanyakan menjelaskan bahwa aplikasi
tersebut tidak dipergunakan dengan baik oleh
para sopir angkutan berat.

Pada indikator yang pertama, yaitu
peningkatan efisiensi, disimpulkan bahwa
efisiensi belum tercipta dari adanya Aplikasi
SIDJAKA karena para sopir truk yang Peneliti
wawancara menjelaskan bahwa secara tenaga
dan waktu, menggunakan Aplikasi SIDJAKA
atau tidak menggunakan, hasilnya sama saja.
Yaitu sama-sama memerlukan proses yang tidak
signifikan. Sehingga, pada indikator ini tidak
dapat dikatakan bahwa pengingkatan efisiensi
berhasil dilakukan.

Yang kedua, indikator perbaikan
efektivitas. Disimpulkan bahwa juga belum
tercapai efektivitas dari adanya Aplikasi
SIDJAKA karena proses pelaksanaan perizinan
tidak menjadi lebih singkat berdasarkan
wawancara oleh para sopir truk. Selain itu, walau
terdapat back up plan ketika terjadi kendala pada

Aplikasi SIDJAKA, yaitu memproses
perizinan melalui petugas, namun hal tersebut
akan sama saja jika menggunakan Aplikasi
SIDJAKA yang pada akhirnya harus mendatangi
petugas atau pengawas pada Pos Pengawasan.
Sehingga, pada indikator kedua ini juga
dikatakan belum berhasil dalam perbaikan
efektivitas.
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Pada indikator ketiga, perbaikan kualitas
pelayanan belum sepenuhnya berhasil karena
dari para sopir truk masih mengaku belum
memahami apa saja isi dari aplikasi ini. Walau
terdapat prosedur dan tata cara penggunaan
aplikasi yang mudah dimengerti yang bertujuan
untuk  meningkatkan  kualitas  Aplikasi
SIDJAKA, namum kebanyakan dari mereka

belum merasakan manfaat dari hadirnya
Aplikasi SIDJAKA.

Pada indikator = keempat adalah,
disimpulkan bahwa masih terdapat konflik

kepentingan  Aplikasi SIDJAKA  berupa
kepentingan antara Dinas Perhubungan yang
secara baik menerbitkan aplikasi ini dengan para
sopir truk yang tidak mau memakai aplikasi ini,
sehingga aplikasi ini tidak diminati oleh para
sopir truk. Kelima adalah indikator yang
berorientasi  pada  kepentingan  umum,
disimpulkan bahwa tujuan aplikasi ini adalah
untuk kepentingan umum mengingat terdapat
permasalahan seperti kerumitan tatanan lalu
lintas pada Kota Surakarta, sehingga Aplikasi
SIDJAKA  dihadirkan  untuk  menjawab
permasalahan tersebut.

Yang terakhir atau keenam adalah
indikator dilakukan secara terbuka, disimpulkan
bahwa Aplikasi SIDJAKA dibuat dengan rapat
internal, namum peluncuran aplikasi ini
dilakukan secara terbuka dengan datang ke
kelurahan- kelurahan di Kota Surakarta untuk
memperkenalkan aplikasi ini. Selain itu, juga
dilakukan pengunggahan pada Instagram Dinas
Perhubungan Kota Surakarta.

Secara  keseluruhan penelitian ini
menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan
perizinan  dispensasi kendaraan angkutan
bermuatan berat melalui Aplikasi SIDJAKA di
Kota Surakarta belum sepenuhnya mencapai
tujuan pelayanan publik yang ideal. Dari enam
indikator yang dianalisis tersebut, mayoritas
menunjukkan bahwa implementasi Aplikasi
SIDJAKA masith menghadapi  hambatan
signifikan, terutama pada aspek penggunaan
oleh masyarakat langsung, yaitu para sopir truk
kendaraan berat. Hal ini sejalan dengan asas
pelayanan publik dimana prinsip-prinsip dasar



yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik oleh instansi pemerintah harus
terpenuhi dalam penyelenggaraan layanan.

G. SARAN

Berdasarkan analisis penelitian, belum
ditemukan kesuksesan pada Aplikasi SIDJAKA.
Maka sekiranya perlu dilakukan pembenahan
serta langkah penyempurnaan kembali sehingga
Aplikasi SIDJAKA dapat berjalan dan tercapai
tujuannya dengan baik. Adapun upaya
pembenahan tersebut dapat peneliti sampaikan
beberapa  saran  seperti, yaitu, bentuk
ketidakpuasan pada aplikasi ini sering kali
muncul karena ketidakjelasan kriteria evaluasi,
bias dalam penilaian, dan feedback yang kurang.
Jika ketidakpuasan tersebut tidak ditangani
dengan baik, dapat terjadi penurunan kinerja.

Dinas Perhubungan selaku instansi yang
mengeluarkan ~ Aplikasi  SIDJAKA, harus
mengetahui  kekurangan aplikasi tersebut

berdasarkan sudut pandang masyarakat, dalam
konteks ini sopir truk. Untuk mengetahui apa
saja kekurangan Aplikasi SIDJAKA, Dinas
Perhubungan sebaiknya melakukan evaluasi
dengan pemberian feedback yang konstruktif
dari pihak sopir truk. Proses evaluasi sebaiknya
disertai dengan komunikasi yang terbuka, di
mana pihak yang dievaluasi, yaitu Dinas
Perhubungan dapat memberikan tanggapan atau
klarifikasi terhadap hasil evaluasi tersebut.
Evaluasi yang baik tidak hanya mengukur hasil
akhir, tetapi juga memberikan ruang untuk
perbaikan dan pengembangan. Evaluasi oleh
pihak Dinas Perhubungan sebaiknya juga berupa
mengurangi fitur-fitur yang dirasa rumit oleh
para sopir truk di dalam Aplikasi SIDJAKA,
karena para sopir truk menyebutkan bahwa
banyak fitur pada aplikasi tersebut masih susah
dipahami oleh mereka, walau tata cara
penggunaan  dijelaskan  dalam  aplikasi.
Setelah melakukan evaluasi dan feedback,
sebaiknya perlu diadakannya

sosialisasi yang gencar dan pengenalan ulang
aplikasi dengan fitur yang lebih ringkas kepada
sopir truk agar Aplikasi SIDJAKA dapat
dimanfaatkan kembali dengan maksimal oleh
sopir truk sesuai tujuan awal pembuatan
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Aplikasi SIDJAKA. Sosialisasi yang peneliti
sarankan tidak hanya aktif dalam media sosial,
melainkan kegiatan sosialiasi terbuka yang
langsung turun pada sopir truk dengan acara
yang dikhususkan pada mereka.
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